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BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 3§ TAHUN 2023

TENTANG
KEMUDAHAN AKSES KEADAAN DARURAT BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (4)
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemudahan Akses
Keadaan Darurat Bencana,

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1949);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4185);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam
(Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun
2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Parigi Moutong Nomor 136);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMUDAHAN AKSES
KEADAAN DARURAT BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kemudahan Akses Keadaan Darurat Bencana adalah penyederhanaan
proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada saat.
tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi
Bencana, kerusakan, penyediaan sumber daya, penyelamatan dan
evakuasi masyarakat terkena Bencana, pemenuhan kebutuhan dasar,
perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera
prasarana dan sarana fasilitas umum.

2. Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana adalah suatu sistem dalam
penanganan Bencana pada status keadaan darurat, dimana Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana memiliki kemudahan
akses berupa fungsi komando untuk memerintah
instansi/lembaga/perangkat daerah terkait dalam satu komando guna
pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan
serta pemulihan.

3. Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

4. Bencana alam adalah Bencana yang diakibatkan peristiwa atau
serangkaian persitiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan,
tanah longsor, kebakaran, dan abrasi.

5. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan peristiwa atau
serangkaian persitiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi,
gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

6. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

7. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat
yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

8. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan
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oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasnr rekomendnni Kepaln
Perangkat Daerah yang membidangi urusan BDencann,

9. Status Siaga Darurat Bencana adalah keadann ketikn potensl ancaman
beruntun sudah mengarah pada terjadinya Bencann yang ditandal dengan
adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan

dini yang diberlakukan dan peritimbangan dampak yang akan terjadi di
masyarakat.

Status Taggap Darurat Bencana adalnh suantu kendnan ketika Bencana

terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok

orang/masyarakat, dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah.

. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah suatu keadaan ketika
ancaman Bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau
telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan
sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung,

12. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan dengan segera pada saat keadaan darurat Bencana untuk
mengendalikan ancaman/penyebab Bencana dan menanggulangi dampak
yang ditimbulkan.

10.

e

—
—

13. Bantuan Penanganan Darurat Bencana adalah bantuan untuk
mengendalikan ancaman/penyebab Bencana dan menanggulangi dampak
yang ditimbulkan pada keadaan darurat Bencana.

14, Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana yang
selanjutnya disebut PUSDALOP adalah unsur pelaksana di BNPB/BPBD
yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi
penanggulangan bencana.

15. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana, yang selanjutnya disebut
Posko PDB adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi
Penanganan Darurat Bencana yang merupakan posko utama di dalam
sistem komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan,
mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Penanganan
Darurat Bencana.

16. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana, yang selanjutnya disebut
Poslap PDB adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai
pelaksana operasi Penanganan Darurat Bencana baik di lokasi Bencana
maupun di lokasi pengungsian.

17. Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana, yang selanjutnya disebut
Posduk PDB adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses
masuk dan keluar serta mobilisasi/distribusi bantuan Penanganan
Darurat Bencana dari luar wilayah terdampak.

18. Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana, yang selanjutnya disebut
Posdam PDB adalah institusi yang berfungsi mengoordinasi mobilitas
bantuan Penanganan Darurat Bencana meliputi pos pendamping nasional
Penanganan Darurat Bencana dan/atau pos pendamping provinsi
Penanganan Darurat Bencana.

19. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang meninggal
dunia dan yang secara langsung maupun tidak langsung menderita akibat
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Bencana.

20. Lokasi Bencana adalah lokasi atau wilayah tertentu yang terkena dampak
Bencana.

21. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa
keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti
sebagai akibat dampak buruk Bencana.

22, Paceklik adalah keadaan atau kondisi yang menyebabkan hilangnya
sumber penghasilan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam.

23. Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu wilayah
atau daratan karena volume air yang meningkat.

24, Angin Puting Beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba,
mempunyai pusat, bergerak melingkar meyerupai spiral dengan kecepatan
40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam
waktu singkat (3-5 menit).

25. Tanah Longsor adalah merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah
atau batuan, ataupun percampuran keduannya, menuruni atau keluar
lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.

26. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul
karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.

27. Gempa Bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi dipermukaan
bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif,
aktifitas gunung api atau runtuhan batuan.

28. Erupsi Gunung Berapi adalah bagian dari aktivitas vulkanik.

29. Kecelakaan Transportasi adalah kecelakaan moda transportasi yang terjadi
di darat, laut, dan udara.

30. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat dilanda
api sehingga menimbulkan korban dan/atau kerugian.

31. Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh dibawah
kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan
lingkungan.

32. Wabah Penyakit adalah kejadian terjangkitnya suatu penyakit menular
dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata
melebihi dari keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat
menimbulkan malapetaka.

33. Konflik Sosial adalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara/kerusuhan
atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang
melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, agama, ataupun
organisasi tertentu.

34. Kegagalan Teknologi adalah semua kejadian Bencana yang diakibatkan
oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia
dalam penggunaan teknologi dan/atau industri.

35. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana baik
melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan
kemampuan menghadapi Bencana.

36. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan
publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan
sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua
aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca
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Bencana seperti sebelum terjadinya Bencana.

37. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,
kelembagaan pada wilayah pasca Bencana, baik pada tingkat
pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya
hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat cdalam
segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca Bencana.,

38. Pengkajian Cepat dan Tepat adalah serangkaian kegiatan penilaian yang
dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat untuk memberikan gambaran
situasi ancaman/kejadian Bencana, dampak, identifikasi kebutuhan,
Penanganan Darurat Bencana, dan perkembangannya.

39. Koordinasi adalah  kegiatan memadukan peran dan fungsi
lembaga/instansi/ perangkat daerah terkait secara proporsional, sinergis,
dan saling mendukung dalam upaya penanggulangan Bencana.

40, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang selanjutnya disebut
Forkompimda adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten
Parigi Moutong.

41. Tim Reaksi Cepat, yang selanjutnya disingkat TRC adalah tim yang
ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan
Bencana di Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan
kegiatan kaji cepat Bencana dan dampak Bencana, serta memberikan
dukungan pendampingan dalam rangka Penanganan Darurat Bencana.

42, Penilaian kebutuhan adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan
jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan
korban Bencana meliputi SAR, bantuan medis, penyediaan pangan,
penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih dan sanitasi.

43. Penilaian kerusakan dan kerugian adalah serangkaian kegiatan untuk
pengumpulan data primer sekunder mengenai jenis, waktu, lokasi, dan
penyebab Bencana serta kondisi mutakhir terhadap korban, kerusakan,
kerugian dan dampak Bencana.

44, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

45. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.

46. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

47. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 2
Penyelenggaraan penanggulangan Bencana bertujuan untuk menjamin
terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan Bencana secara terencana,
terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan
perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Bencana, risiko Bencana, dan
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Pasal 3
Penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Daerah dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana.

Pasal 4
(1) Penyelenggaraan penanggulangan Bencana meliputi tahap :
a. pra Bencana,;

b. tanggap darurat Bencana; dan
c. pasca Bencana.
(2) Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada masa kedaruratan
Bencana meliputi :
a. siaga Bencana,
b. tanggap darurat Bencana; dan
c. transisi darurat Bencana ke pemulihan.

Bagian Kesatu
Siaga Bencana

Pasal 5
Kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada tahap siaga
Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi :

a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap perubahan iklim dan cuaca,
ancaman Bencana dan sumber daya;

b. peringatan dini; dan
c. mengaktifkan sistem komando siaga darurat Bencana.

Bagian Kedua
Tanggap Darurat Bencana

Pasal 6
Kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada tahap
tanggap darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf
b meliputi :
a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber
daya;
penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;

penyelematan dan evakuasi masyarakat yang terkena Bencana;
pemenuhan kebutuhan dasar;

perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

mo Qoo

Pasal 7
Kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada tahap
tanggap darurat Bencana dikendalikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi urusan Bencana dengan pemberlakuan sistem komando tanggap
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darurat Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Paual B

(1) Pengkajian Cepat dan Tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
dan Pasal 6 huruf a dilaksanakan untulk kelancaran koordinasi dan
kecepatan tindakan,

(2) Pengkajian  Cepat dan  Tepat aschagaimann  dimaksud  pada  ayat (1)
dilaksanakan oleh TRC yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencann,

(3) Kajian Cepat dan Tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
mengidentifikasi :

a. jumlah korban :
1. terdapat korban jiwa meninggal dunia dalam satu kejadian Bencana;

2. terdapat korban luka berat, sedang, dan ringan yang memerlukan
penanganan Segera;

3. terjadi pengungsian masyarakat korban Bencana di tempat
pengungsian atau mengungsi pada keluarga;

b. kerugian harta benda :
1. terdapat kerusakan parah/permanen dan sedang pada bangunan

rumah/ pemukiman penduduk; dan/atau

2. terdapat kerusakan dan kerugian harta benda di masyarakat akibat
Bencana.

c. kerusakan prasarana dan sarana :

1. jalur tranportasi terganggu/terputus/tidak berfungsi;

2. sarana prasarana perekonomian terganggu/tidak berfungsi; dan/atau

3. fasilitas penerangan dan telekomunikasi terganggu/terputus/tidak
berfungsi.

d. cakupan luas wilayah yang tekena Bencana, yakni kejadian Bencana
melanda minimal 1 (satu) wilayah desa dalam satu kawasan/lokasi
tertentu pada satu waktu yang dekat/sama;

e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan:

1. masyarakat kehilangan mata pencaharian;
2. masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok pangan,
sandang, dan papan,;

wabah penyakit dalam satu kurun waktu;

Paceklik atau gagal panen pertanian/perikanan;

sulit mendapatkan air bersih;

pencemaran lingkungan tingkat lanjut;

kerusakan lahan pertanian, perkebunan tempat pencaharian

masyarakat; dan/atau

8. kemampuan sumber daya alam atau buatan tidak berfungsi.
f. dampak pada tata pemerintahan :
1. pelayanan administrasi pemerintahan umum terganggu/tidak
berfungsi;
2. pelayanan kesehatan terganggu; dan/atau
3. pelayanan pendidikan terganggu.

(4) Hasil Pengkajian Cepat dan Tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi urusan Bencana dalam waktu 1 (satu) hari pasca terjadinya

SN B0

Cs] Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Bencana.

Pasal 9
(1) Hasil Pengkajian Cepat dan Tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
menjadi bahan kajian untuk dibahas dalam rapat Pimpinan Perangkat
Daerah.
(2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan
Bencana.

BAB III
PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

Pasal 10

(1) Dalam hal terjadi darurat Bencana di Daerah, Bupati menetapkan Status
Darurat Bencana dalam suatu keputusan, yang tembuskan kepada
seluruh Perangkat Daerah, Forkompimda dan instansi/lembaga terkait
yang berwenang.

(2) Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) ditetapkan setelah terjadi Bencana yang menimbulkan
kerugian/kerusakan sarana fasilitas umum, lahan pertanian, perikanan,
permukiman dan lumpuhnya perekonomian dan/atau telah menimbulkan
korban jiwa dalam suatu wilayah.

(3) Status Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

Gempa Bumi;

Tsunami;

Erupsi Gunung Berapi;

Tanah Longsor;

Banijir;

Kekeringan;

Angin Puting Beliung;

Kebakaran;

Kecelakaan Transportasi,

Konflik Sosial;

epidemi dan Wabah Penyakit; dan/atau
1. Kegagalan Teknologi.

(4) Penetapan Status Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimulai sejak siaga darurat Bencana, tanggap darurat Bencana, transisi
darurat Bencana ke pemulihan.

(5) Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari pasca terjadinya
Bencana, setelah mendapatkan laporan tertulis dari Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi urusan Bencana mengenai :

a. jumlah korban;

b. kerugian harta benda;

c. kerusakan prasarana dan sarana;

d. cakupan luas wilayah yang tekena Bencana;
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e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan

f. dampak pada tata pemerintahan,

Penentuan jangka waktu atatus darurat Bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan aebagal berflut :

a. Siaga Darurat Bencana ditetapkan  berdanarkan rekomendani dari
instansi/lembaga terkait yang berwennng sesunl kajlan dan analisis
bahwa terdapat siatuasi atau potensi terjndi Bencann, dengan jangka
waktu 30 (tign puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang;

b. Tanggap Darurat Bencana ditetapkan dengan Jangka waktu 14 (empat
belas) hari  kalender dan dapat diperpanjang  dengan  waktu
kelipatannya; dan

¢. Transisi Darurat Bencana ke pemulihan ditetapkan dengan jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang dengan
waktu kelipatannya. ‘

Perpanjangan jangka waktu Status Darurat Bencana sclmgmmung

dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kaji

cepat, peringatan dini, dan/atau kemungkinan terjadinya Bencana

susulan.

Penentuan status dan tingkatan kedaruratan Bencana sebagaimane}
dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar untuk kemudahan akses bagi
Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana dalam
melaksanakan kegiatan :

. pengerahan sumber daya;

. imigrasi cukai dan karantina;

. perizinan;

. pengadaan barang/jasa;

penatusahaan dan pertanggungjawaban uang dan barang;
penyelamatan; dan

sistem komando untuk memerintahkan instansi/lembaga/Perangkat
Daerah.

m oA o

BAB IV
KEMUDAHAN AKSES

Bagian Kesatu
Pengerahan Sumber Daya

Pasal 11
Pengerahan sumber daya dilakukan terhadap Perangkat Daerah,
pemangku kepentingan, lembaga usaha, dan masyarakat untuk melakukan
tanggap darurat.

(2) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

permintaan, penerimaan, dan penggunaan sumber daya manusia,
peralatan dan logistik baik pangan maupun non pangan.

(3) Fasilitasi dukungan komunikasi, informasi, dan sumber daya dikendalikan
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oleh Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana
(PUSDALOP) pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bencana.

Pasal 12
Dalam pengerahan sumber daya, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
urusan Bencana dapat meminta bantuan unsur Tentara Nasional Indonesia
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Daerah.

Paragraf 1
Aktivasi dan Perangkat Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Pasal 13

(1) Sistem komando kedaruratan diaktivasi berdasarkan penetapan Status
Keadaan Darurat Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perquang—
undangan dengan menetapkan perangkat yang diaktifkan yang terdiri dari :
a. perumusan kebijakan teknis penanggulangan Bencana; dan
b. pengoordinasian, pengomandoan, dan pelaksanaan penanggulangan

Bencana. .

(2) Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan

Bencana, sesuai status/tingkat Bencana dan tingkat kewenangannya :

a. mengeluarkan keputusan pembentukan Posko PDB;

b. meresmikian Posko PDB; dan

c. melaksanakan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik
serta dana dari instansi/lembaga terkait dan/atau masyarakat.

(3) Penyelenggaraan sistem komando Penanganan Darurat Bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan status keadaan
darurat Bencana yang diberlakukan, yakni :

a. Status Siaga Darurat;
b. Status Tanggap Darurat; dan/atau
c. Status Transisi Darurat ke Pemulihan.
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Pasal 14
Perangkat Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dalam
penyelenggaraannya mencakup :
a. Posko PDB sebagai perangkat pengendali operasi; dan
b. Poslap PDB sebagai perangkat pelaksana.

Paragraf 2
Pos Komando Penanganan Darurat Bencana

Pasal 15

(1) Posko PDB dipimpin oleh seorang Komandan yang dibantu oleh :

a. wakil;

b. sekretariat;

c. bagian data, informasi dan humas;
d. bagian perencanaan;

e. bagian operasi; dan

f. perwakilan instansi/lembaga terkait.

(2) Komandan Posko PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
dengan pangkat/jabatan senior peringkat pertama dalam komando darurat
Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.

(3) Wakil Komandan Posko PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah pejabat dengan pangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam
komando darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.

(4) Organisasi Posko PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah
sesuai dengan kebutuhan Penanganan Darurat Bencana dan jenis
ancaman yang terjadi.

(5) Organisasi Posko PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16
(1) Posko PDB mempunyai tugas :

a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan dasar Penanganan Darurat
Bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontijensi;

b. melakukan kajian awal upaya/rencana rehabilitasi dan rekonstruksi;

c. menyusun rencana kegiatan operasi Penanganan Darurat Bencana;

d. mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;

e. mengendalikan pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana;

f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Penanganan Darurat
Bencana;

g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan Penanganan Darurat
Bencana;

h. melaporkan pelaksanaan operasi, pelaksanaan Penanganan Darurat
Bencana kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan
Bencana dengan tembusan Badan yang membidangi urusan Bencana di
Provinsi dan Pusat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Posko
PDB mempunyai fungsi :

Cs] Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

